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ABSTRACT 

This study aims to determaine what efforts are made by street vendors in fighting for their 

citizenship identity and what factors influence it. In this study using the literature study 

method to collect sources or data on research. Based on the above objectives, it can be 

seen that there are still many cases that occur that illustrate the neglect of the rights and 

interests of street vendors in various cities. By using a framework of citizenship analysis 

namely : the struggle for cultural recognition, the struggle for welfare and social justice 

and the struggle for political representation, it is known that the identity of street vendors 

citizenship has not really been obtained, especially related to welfare and social justice. 

There are several factor that cause it to happen, namely: street vendors who will be 

eliminated, evictions of street vendors and unjust government. In this case the government 

should pay more attention to the conditions of street vendors so that they get the rights 

that they should get, and provide solutions as a way to negotiate with street vendors 

Keywords: Pedagang Kaki Lima, Struggle, Citizenship Identity  

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan para pedagang 

kaki lima dalam memperjuangkan identitas kewargaan mereka serta factor-faktor apa saja 

yang mempengaruhinya. Pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan 

untuk mengumpulkan sumber-sumber atau data pada penelitian. Berdasarkan tujuan 

diatas dapat diketahui masih banyak kasus terjadi yang menggambarkan terabaikanya hak 

dan kepentingan pedagang kaki lima di berbagai kota. Dengan menggunakan kerangka 

analisis kewargaan yaitu : perjuangan atas pengakuan kultural, perjuangan atas 

kesejahteraan dan keadilan social dan perjuangan atas representasi politik, diketahui 

bahwa identitas kewargaan pedagang kaki lima belum benar-benar di dapatkan, terutama 
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terkait kesejahteraan dan keadilan social. Ada beberapa factor yang menyebabkan itu 

terjadi yaitu : PKL yang akan di hilangkan, penggusuran PKL, pemerintah yang tidak 

adil. Dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi kondisi para 

pedagang kaki lima agar mereka mendapatkan hak-hak yang harusnya di dapatkan, serta 

memberikan solusi sebagai jalan untuk bernegosiasi dengan pedagang kaki lima. 

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Perjuangan, Identitas Kewargaan  

 

I. Pendahuluan  
Krisis moneter pada tahun 1998 menjadi jalan bagi Indonesia untuk memasuki 

praktek pemerintahan yang lebih demokratis, setelah sebelumnya selama lebih dari tiga 

dasawarsa terjebak dalam praktek pemerintahan yang tersentral. Demokrasi merupakan 

sistem yang berasal dari rakyat, rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem 

pemerintahan (Asmaroini dkk, 2017). Demokrasi merupakan faham dan sistem politik 

yang disasarkan pada doktrin power of the people, yakni kekuasaan dari rakyat oleh rakyat 

dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem 

pemerintahan. Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi harusnya diatur sedemikian 

sehingga seluruh rakyat ikut serta dalam penyelengaraan negara. Baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Hambatan untuk menyelengarakan sistem demokrasi langsung 

karna luasnya wilayah dan banyaknya zona penduduk menyebabkan sistem demokrasi 

tidak langsung tidak memungkinkan untuk diterapkan. Karena itu pilihan untuk 

menyelengarakan sistem demokrasi tidak langsung menjadikan keniscayaan untuk 

memberikan kesempatan kepada rakyat dalam sistem pemerintahan negara. (Sulton, 2015) 

Dalam pengertian tersebut demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengakui 

hak dan kedudukan warganya secara sama terutama dalam memberikan ruang bagi 

warganya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sistem pemerintahan 

demokrasi memuat gagasan dasar yaitu pengakuan hakikat manusia, dalam kehidupan 

sosial manusia memiliki kemampuan interaksi sosial yang beragam. Gagasan dasar dalam 

demokrasi ini mencakup pengakuan keikutserataan warga dalam kegiatan pemerintahan, 

misalnya dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislative 

maupun pimpinan dilembaga eksekutif. Serta pengakuan hakikat dan martabat manusia 

dalam melindungi hak-hak asasi manusia untuk kepentingan bersama (Hiariej, 2015).  

Demokrasi dapat berkembang secara pesat pada masyarakat yang cukup dalam 

konteks ekonominya, dan demokrasi tidak akan berkembang pada masyarakat yang miskin 

dan tidak terdidik. Fakta tersebut nyata adanya dilihat dengan kondisi lapisan masyarakat 

menengah kebawah yang sering diabaikan opininya, dalam hal demokrasi seharusnya tidak 

ada pembeda untuk sesama warga negara. Dalam negara demokrasi partisipasi masyarakat 

sangat diperlukan sebagai tolak ukur bagaimana keberhasilan sistem politiknya. Semakin 

banyak warga negara yang berpartisipasi dan tidak adanya pembeda akan menunjukkan 

berhasilnya sistem politik negara. Partisipasi setiap rakyat dalam segala hal sangat 

diperlukan, namun kecenderungan individu-individu yang mengabaikan hak untuk 

kepentinganya sendiri masih menjadi masalah besar (H. Harris Soche, 1985).  Maka dari 

itu partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk menentukan bagaiamana keberhasilan 

pembangunan dan memperbaiki tatanan kehidupan bangsa dan negara.  
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Demokrasi merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan opini mereka, 

dengan segala opini yang masyarakat lontarkan tanpa membeda-bedakan lapisan dan tidak 

berfokus pada kekuasaan. Implementasinya di Indonesia pada saat ini proses demokrasi 

cenderung mempercayai fakta dan kesepakatan di antara elit, pembangunan-pembangunan 

Lembaga utama demokrasi dan pelimpahan banyak wewenang untuk mengelola urusan 

publik. Tidak dapat di hindari lagi resep liberal mencatat beberapa keberhasilan, misalnya 

transisi politik yang berlangsung secara relatif dan stabil, pertumbuhan ekonomi yang 

mencapai angka yang cukup tinggi, kebebasan dalam berpolitik meningkat secara pesat 

dan demokrasi secara formal dapat terbentuk (Hendra Nurtjahjo, 2006).  

Namun, dalam proses transisi ini menunjukkan sejumlah persoalan yang muncul 

karena keterbatasan pendekatan dan mengakibatkan terhambatnya kemajuan proses 

demokratisasi. Beberapa hambatan tersebut diantaranya adanya praktik korupsi yang 

masih banyak serta menyalahgunakan kekuasaan, misalnya; kurangnya kesejahteraan dan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat lapisan bawah, dan peningkatan tindakatan kekerasan 

pada kelompok-kelompok minoritas. Kebebasan warga negara dalam menyampaikan dan 

memperoleh informasi merupakan bagian penting dari demokrasi, dan demokrasi sendiri 

menghendaki adanya kemampuan kontrol yang kuat dari masyarakat. Jika control dari 

masyarakat ini tidak ada maka akan memunculkan abuse of power yang mementingkan 

kepentingan pribadi. 

Dengan memperhatikan persoalan di atas, diperlukan pendekatan baru dalam praktek 

demokrasi yang ada agar transformasi ekonomi atau transformasi politik menyentuh 

masyarakat lapisan bawah. Kenyataanya proses demokratisasi yang sedang berlangsung 

saat ini justru mereduksi esensi demokrasi itu sendiri dengan ditandai dari kecenderungan 

proses pembuatan keputusan yang terfokus pada kelompok social yang sedang berkuasa 

dan lebih memihak kepada kepentingan individu mereka. Hal ini mendorong perjuangan  

proses demokrasi yang lebih substantive dengan memberikan ruang dalam berpartisipasi 

dengan lebih luas dan mendalam pada warga untuk kebutuhan bagi masa depan demokrasi.  

Politik kewargaan adalah gerakan melawan ketidakadilan, yaitu serangkaian 

perjuangan oleh rakyat di level akar rumput dan kelas menengah beserta organisasi 

perwakilannya dan para aktivisnya untuk mendapatkan pengakuan kultural (cultural 

recognition), keadilan sosial-ekonomi, dan representasi politik. Secara umum, perjuangan 

ini berujung pada keterlibatan mereka dengan negara melalui proses-proses diskursif dan 

non diskursif. Karakter fragmentasi gerakan rakyat tersebut mencerminkan keberagaman 

ketidakadilan dan posisi-posisi subyek dalam masyarakat, yang pada saat yang sama 

dipengaruhi oleh dinamika-dinamika politik (Mann, 1987, Turner, 1992, Isi dan Wood, 

1999, Fraser, 1995 dan 2010, Mamdani, 1996, Isin, 2002 dalam Hiariej, Eric. dan Kristian 

Stokke, 2013).  

Dalam konteks seperti itu, maka kewargaan difahami sebagai perjuangan melawan 

hubungan kekuasaan yang secara politik, ekonomi, dan kultural menindas dan 

mengeksklusi kelompok rakyat tertentu atau diskriminasi. Faktanya selama ini, masalah 

kewargaan (politik kewargaan) tidak banyak mendapat perhatian dalam proses 

demokratisasi. Umumnya kewargaan selalu diakitkan klaim atas hak-hak dasar sebagai 

warga negara, seorang warga negara memiliki hak utuk keterlibatan aktif dalam kehidupan 

sosial dan keterlibatan dalam hal tersebut menjadikan syarat penting untuk perlindungan 

dan pengakuan atas hak. Di tengah proses demokratisasi yang melanda seluruh negeri 
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dimulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah bahkan desa, tentu menjadi menarik 

mengkaji perjuangan salah satu kelompok marginal yaitu pedagang kaki lima dalam 

memperjuangkan hak-hak kewargaanya. Fenomena banyaknya pedagang kaki lima saat ini 

karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan 

yang ada dan kualifikasi standar Pendidikan yang tinggi serta ketrampilan yang dimiliki 

membuat masyarakat berinisiatif untuk bekerja pada sektor informal. Hal tersebut 

mendorong para pedagang mikro termasuk para pedagang kaki lima berjuang untuk 

menuntut hak-hak mereka, selama ini para pedagang kaki lima hanya bisa melakukan 

protes dan demo untuk menyuarakan opini mereka tentang ketidakadilan.  

Adapun contoh kasus yang terjadi karena ketidakadilan yaitu kasus seorang nenek di 

Banyumas yang divonis 1,5 tahun kurungan hanya karena mencuri 3 buah kakao yang 

harganya mungkin tidak lebih dari 10.000, namun para koruptor yang mencuri uang negara 

dengan jumlah milyaran menfaatkan uangnya untuk memperoleh hukuman yang tidak 

setimpal dengan apa yang dilakukan, para elit yang memiliki uang dengan mudahnya 

memperoleh kurungan lebih sedikit yang tidak sesuai dengan undang-undang (DetikNews, 

2009). Adapun gerakan yang muncul dari masyarakat menengah kebawah dalam 

memperjuangkan haknya adalah melalui jalan protes pada petinggi negara, sebagai contoh 

yakni kasus penertiban pedagang kaki lima yang berada di Kawasan Tanah Abang dengan 

berujung ricuh. Kericuhan tersebut bermula saat para pedagang kaki lima di Kawasan 

tersebut melakukan protes terhadap Satpol PP karena dilarang berjualan, meskipun sudah 

diberi peringatan bekali-kali tetap saja para degang kaki lima bertahan dengan berjualan di 

trotoar Tanah Abang. Walaupun dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2017 trotoar tidak 

diperbolehkan untuk berjualan (DetikNews, 2019).  

Sebagaimana gerakan sosial yang menentang kebijakan penguasa di berbagai daerah, 

masalah serupa juga terjadi di Kabupaten Ponorogo terutama terkait dengan kebijakan tata 

ruang yang berdampak pada penertiban PKL. Menurut PERDA Kabupaten Ponorogo 

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo BAB 1 

Pasal 1 Ayat 9, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan dari penataan ruang 

wilayah kota adalah agar pemerintah daerah kota dapat mewujudkan visi dan misi 

pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung 

terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan produktif. 

Stigma yang melekat pada pikiran aparat terhadap keberadaan pedagang kaki lima 

sebagai penyebab kotornya kota tentu menyakitkan mereka, ditengah perjuangannya untuk 

mencari nafkah demi menjaga kelangsungan hidup yang seharusnya menjadi bagian 

tanggung jawab pemerintah. Sesungguhnya tidak ada keinginan apalagi keberanian 

pedagang kaki lima untuk menolak penertiban yang dilakukan pemerintah. Tetapi pilihan 

relokasi sebagai solusi dari penertiban yang tidak dapat menjamin kelangsungan laju 

aktivitas ekonomi mereka, memaksa para pedagang kaki lima memprotes langkah-langkah 

penertiban yang ada. Gerakan perlawanan ini menjadi semakin menemukan energinya 

ketika dilapangan berbenturan dengan berbagai bentuk tindakan yang keras dari aparat 

yang dilakukan atas nama penertiban. Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini 

disajikan untuk menganalisis beberapa masalah tentang upaya pedagang kaki lima dalam 

memperjuangkan identittas kewargaan mereka dan faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi pedagang kaki lima dalam memperjuangkan identitas kewargaan mereka.  
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II. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi 

pustaka atau library research, yakni penelitian yang saling berkaitan secara sistematis dari 

berbagai konsep tentang pedagang kaki lima yang memperjuangkan indentitas 

kewargaanya yang bersumber dari literatur jurnal, berita, buku, internet serta penelitian 

yang relevan. 

No Nama Pustaka Penulis 
Alasan Dipilih Sebagai Sumber Data 

Sekunder 

1. Pedagang Kaki 

Lima Membandel 

di Jawa Timur 

Udji Aisiyah Pada sumber data sekunder yang pertama 

ini memiliki pembahasan yang sama yaitu 

Pedagang Kaki Lima. Pada penelitian ini 

membahas bagaimana 

mengakomodasikan kepentingan 

pedagang kaki lima di Surabaya dan 

Sidoarjo. Walaupun berbagai upaya sudah 

dilakukan untuk mendapatkan respon 

yang baik, nyatanya masih saja berakir 

dengan konflik. Penulis juga 

menyampaikan jika hal tersebut lantas 

menimbulkan klaim terhadap pedagang 

kaki lima bahwa mereka pedagang yang 

tidak bisa diatur, kotor serta hanya bisa 

menggangu saja. Dengaan adanya fakta 

tersebut perlu adanya proses perubahan 

social ekonomi untuk penataan pedagang 

kaki lima. Berdasarkan penjelasan diatas, 

masih ditemukan pengkategorian dan 

terpinggirnya masyarakat kecil seperti 

para pedagang kaki lima.   

2. Resistensi 

Pedagang Kaki 

Lima Terhadap 

Razia Satpol PP 

di Pasar Sentral 

Kota Lama 

Kendari 

Irfan Rahmad 

Husain, La Ode 

Topo Jers dan 

Rahmat Sewa 

Suraya 

Pada peneliti kedua ini mempunyai 

kesamaan yaitu untuk mengetahui dan 

mendiskripsikan bagaimana resistensi 

pedagang kaki lima terhadap Razia satpol 

PP, namun disini peneliti lebih terfokus di 

Pasar Sentral Kota Lama. Pedagang kaki 

lima merasa menjadi suatu kelompok 

yang terpinggirkan dan dianggap sebagai 

penentang kebijakan pemerintah, 

ditambah lagi kebijakan pemerintahan 

yang sepihak. Hal tersebut neminbulkan 

resistensi secara terang-terangan pada 

masyarakat kecil untuk mempertahankan 

dan memperjuangkan tindakan atas hak 

yang mereka miliki. Dengan resistensi 

yang dilakukan para pedagang ini 
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merupakan suatu upaya dalam 

mempertahankan pekerjaan mereka dan 

hak mereka saat terjadi razia oleh aparat 

pemerintah. 

 

 Dengan ini dapat digunakan sebagai kerangka bagaimana pedagang kaki lima dalam 

memperjuangkan identitas kewargaan mereka. Cara menganalisis penelitian ini adalah 

dengan cara deskriptif serta teknik deduktif. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan 

untuk mengungkapkan data-data yang telah dihimpun dari masa lampau dan masa 

sekarang, didukung fakta-fakta maupun fenomena yang terjadi. (Sugiyono, 2010)  

 

III. Hasil dan Pembahasan 

Identitas kewargaan bagi kelompok minoritas termasuk identitas kewargaan 

masyarakat lapisan bawah cenderung diabaikan untuk mendapatkan pengakuan dan 

perlindungan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Walaupun 

demikian, setiap kelompok minoritas dimaksud tidak otomatis mendapatkan identitas 

kewargaannya. Dibutuhkan perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan atas hak-

haknya agar setara dengan kelompok-kelompok lainya. Bagaimana upaya pedagang kaki 

lima dalam memperjuangkan identitas kewargaannya, serta faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi perjuangan mereka adalah permasalahan pokok yang akan di ulas 

pada sub ini. 

A. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk 

menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi”atau bahasa, 

pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. 

Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian 

barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat 

keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak 

permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai 

pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Sedangkan menurut 

kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai 

yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai 

(tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung 

diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah 

terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus 

sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. 

(Handoko Tanuwijaya, 2011) 

Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas 

bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-

barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan. 

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang 

melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak 

bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan 

bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 

(MediaNeliti.com, 2010) Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan 
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dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau 

jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan 

sektor informal perkotaan. (Alisjahbana, 2006) 

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak sekali kegiatan ekonomi 

yang bergerak disektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utama beralihnya 

kegiatan ekonomi dari sektor formal ke sektor informal adalah sifat dari sektor informal 

yang tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi, modal usaha yang besar, dan 

sarana yang sederhana sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat atau 

mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap. Salah satu kegiatan usaha yang 

bergerak di sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (HistoriaID, 2019).  

Kesulitan untuk mencari pekerjaan serta keterbatasan kemampuan modal untuk 

mendirikan usaha bagi masyarakat golongan ekonomi lemah mendorong mereka untuk 

melakukan suatu usaha dalam mempertahankan hidupnya. Untuk mempertahankan 

hidupnya mereka mencari nafkah yang sesuai dengan kekuatan serta kemampuan yang 

dimilikinya yang serba terbatas. Wujud keterbatasan ini adalah keterbatasan tingkat 

pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi atau keterbatasan modal, keterbatasan 

tentang pengetahuan dalam tatanan atau peraturan yang berlaku, membuat mereka para 

masyarakat ekonomi lemah untuk berusaha dalam bentuk usaha dagangan berupa 

pedagang kaki lima (PKL) yang mereka laksanakan di kota-kota besar untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan aktivitas ekonomi sector informal yang cukup 

menjanjikan dan diminati oleh masyarakat migran maupun masyarakat asli. Hasil yang 

didapatkan pedagang kaki lima terkadang bisa sangat besar, hal itu membuat minat 

seseorang untuk berdagang meningkat (Udji Asiyah, 2012). Pedagang merupakan orang 

yang melakukan aktifitas jual beli dalam dunia ekonomi, ada pedagang yang memproduksi 

daganganya sendiri dan ada pula yang membeli dari orang lain dan dijual kembali untuk 

memperoleh keuntungan. Pedagang Kaki Lima bisa di temui di berbagai tempat misalkan 

di emperan toko, trotoar, dan di pinggiran jalan raya.  

B. Politik Kewargaan 

Kewargaan adalah gerakan melawan ketidakadilan, yaitu serangkaian perjuangan oleh 

rakyat di level akar rumput dan klas menengah beserta organisasi perwakilannya dan para 

aktivisnya untuk mendapatkan pengakuan kultural (cultural rekognition), keadilan sosial-

ekonomi, dan representasi politik. Secara umum, perjuangan ini berujung pada keterlibatan 

mereka dengan negara melalui proses-proses diskursif dan non diskursif. Karakter 

fragmentasi gerakan rakyat tersebut mencerminkan keberagaman ketidakadilan dan posisi-

posisi subyek dalam masyarakat, yang pada saat yang sama dipengaruhi oleh dinamika-

dinamika politik. 

Argumen dari kajian kewargaan memaparkan bahwa kewargaan dibentuk dan 

dipraktikkan melalui perjuangan politik. (Mann, 1987, Turner, 1992, Isi dan Wood, 1999, 

Fraser, 1995 dan 2010, Mamdani, 1996, Isin, 2002 dalam Hiariej, Eric. dan Kristian 

Stokke, 2013). Penerapan serangkaian tata aturan dan regulasi atas pelembagaan 

kewargaan memang terjadi, akan tetapi lembaga-lembaga formal yang berkewenangan 

untuk mengatur dan mendisiplinkan kewargaan sangat tidak memadai sebagai kerangka 

untuk membentuk warga negara seutuhnya. Politik kewargaan yang cenderung melihat 
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dalam masalah pengakuan, reditribusi dan representasi bahwa kewargaan menawarkan 

sebuah basis konseptual untuk memeriksa perjuangan-perjuangan yang lebih menyeluruh 

sebagai politik kewargaan.(Fraser, 2009;Isin dan Turner,2002;dan Tilly dan Tarrow,2007) 

Dengan demikian politik kewargaan merupakan serangkaian perjuangan yang saling 

terkait, antara perjuangan untuk pengakuan kultural, keadilan sosial-ekonomi, representasi 

di sektor-sektor tertentu, yang dilakukan oleh beragam kelompok dengan isu spesifik 

dengan skala yang berbeda-beda. Kendati sama-sama mengalami ketidakadilan, mereka 

membangun dan mengadopsi pemahaman penindasan dan eksklusi secara berbeda dan 

memiliki alasan serta pemaknaan yang berbeda untuk terlibat dalam perjuangan itu. 

Dengan kata lain, politik kewargaan merupakan serangkaian perjuangan yang ter-

fragmentasi dalam berbagai sektor di Indonesia.  

C. Upaya Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Memperjuangkan Identitas Kewargaan 

Keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya sangat banyak 

dibicarakan. Banyak kasus-kasus yang sudah terjadi dalam konteks keadilan di negara 

Indonesia. Hal ini, menyebabkan munculnya suatu tindakan untuk menuntut dan 

mempertahankan suatu hak yang seharusnya didapatkan oleh warga negara yang di sebut 

dengan politik kewargaan. Politik kewargaan merupakan suatu usaha yang dilakukan 

masyarakat secara kelompok maupun individu untuk menuntut haknya. Politik kewargaan 

merupakan serangkaian perjuangan yang saling berkaitan, ia meliputi perjuangan untuk 

pengakuan kultural, keadilan ekonomi dan sosial, dan representasi sektor-sektor tertentu 

yang dilakukan oleh beragam kelompok dengan isu spesifik dengan skala yang berbeda-

beda (Hiariej,2015). Dengan demikian wajar jika banyak warga negara yang 

melakukannya untuk mempertahankan haknya karena banyak masalah yang timbul dalam 

lingkunganya.  

Menggunakan kerangka analisis politik kewargaan yang ditawarakan oleh Hierarij 

dkk, perjuangan dan upaya para pedagang kaki lima untuk mendapatkan identitas 

kewargaanya dalam hal ini akan dijelaskan dengan tiga sudut pandang yaitu: perjuangan 

atas pengakuan kultural, perjuangan atas kesejahteraan dan keadilan sosial, dan perjuangan 

atas representasi politik. Pertama, perjuangan atas pengakuan kultural. Dalam hal ini 

perjuangan para pedagang kaki lima difokuskan pada upaya menghadapi berbagai bentuk 

dominasi budaya, tidak adanya pengakuan dan tidak adanya penghormatan atas 

keberadaan mereka. Tuntutan atas pengakuan ini terjadi karena adanya perbedaan yang 

sangat jelas, karena kaum elit yang menjadi subjek dan menguasai pemerintahan 

menimbulkan persepsi sebagan pihak bahwasanya masyarakat ditindas secara politik dan 

sosio kultural. Perlu adanya semangat kebangsaan untuk membangun kesadaran bersama 

tentang kesamaan kedudukan untuk semua orang. Sebagai contoh adalah saat penyelesaian 

permasalahan relokasi lapak para PKL Ponorogo yang berada di jalan Sultan Agung akan 

dipindahkan ke jalan Menur pada tahun 2018. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Ponorogo Komisi B mengundang eksekutif dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima (Perpek 

Lima) Ponorogo untuk melakkan audiensi guna menyelesaikan permasalahan relokasi 

tersebut (MediaPonorogo, 2018). Keberadaan Perpek Lima Ponorogo dalam hal ini 

menjadi wujud representasi para pelaku PKL dihadapan pemerintah bahwa keberadaan 

mereka tidak dapat dikesampingkan sehingga mereka bisa lebih diakui dan dihargai.   
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Dalam perjuangan yang dimaksud pada hal ini pedagang kaki lima mampu  

membuktikan bahwa mereka diakui akan keberadaanya, hal ini dibuktikan dengan adanya 

peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada pasal 2 yaitu : Menteri 

berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL, Gubernur dan 

Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Selanjutnya  

pedagang kaki lima juga melakukan berbagai cara untuk memperjuangkan atas pengakuan 

kultural antara lain adalah dengan membentuk paguyuban pedagang kaki lima yang 

dimaksudkan dapat menjadi wadah bagi para pedagang kaki lima dalam beropini. Para 

pedagang kaki lima di setiap wilayah mempunyai suatu organisasi atau paguyuban untuk 

mengkoordinasi para pedagang. Paguyuban pedagang kaki lima juga aktiv pada kegiatan 

sosialisasi yang diadakan pemerintah, contohnya sosialisasi dari pemerintah sleman untuk 

memotivasi paguyuban PKL untuk naik kelas. Pada bahasan kegiatan pembinaan PKL di 

sleman ini pemerintah memberikan motivasi terhadap pedagang agar lebih Tangguh, 

berinovasi dan exis dalam pengembangan usahanya (perindag.slemankab.go.id, 2020). 

Selain itu adanya seminar yang diselenggarakan prudential dan kementrian PP dan PA RI 

di Kota Denpasar juga pembuktian dari PKL, dalam seminar tersebut sekitar 300 wanita 

anggota APKLI mengikuti pelatihan untuk mengelola dana (APKLI, 2013). Kegiatan-

kegiatan diatas  merupakan upaya untuk menepis anggapan negative tentang pedagang 

kaki lima. Di sisi lain, sekelompok relawan yang berasal dari berbagai daerah membentuk 

organisasi yang di beri nama SAHKALI (Sahabat Kaki Lima), organisasi ini berdiri sejak 

tahun 2018. Dalam organisasi ini para relawan yang berkumpul mempunyai tujuan untuk 

membantu dan mengembangkan kualitas para pedagang kaki lima agar bisa menjual 

barang dan jasa mereka  menjadi lebih dikenal dan disukai masyarakat, dengan cara 

mempromosikan barang dan jasa para pedagang melalui website atau social media. 

Organisasi ini membantu pedagang kaki lima di setiap daerah agar bisa berkembang dan 

tidak merasa terpinggirkan. Organisasi ini mempunyai Visi dan Misi yaitu menjadi 

penghubung pedagang kaki lima (PKL) dan penikmat kuliner agar terjadi peningkatan 

kesejahteraan PKL serta makanan local semakin dikenal dan diminati baik di Indonesia 

atau Mancanegara. Dengan adanya visi dan misi tersebut pada organisasi SAHKALI, 

tentunya akan banyak membantu para pedagang di pinggiran daerah untuk dapat 

berkembang (Indorelawan.org, 2020). Dengan adanya organisasi ini juga membuktikan 

bahwa PKL dapat bersaing menghadapi berbagai dinamika masalah yang ada. 

Berbeda dengan paguyuban pedagang kaki lima “NGALAM” di Lamongan yang 

dengan guyub rukun bisa merangkul para pedagang perantauan dari Nganjuk untuk 

bergabung dalam paguyuban. Paguyuban PKL “NGALAM” memiliki Visi dan Misi yaitu, 

menjalin silaturahmi dan mempererat kerukuran sesame perantauan agar tetap terjalin 

guyub rukun dan melestarikan kultur budaya terjaga serta mengembangkan sifat budaya 

khas warga perantauan lamongan yang pandai bersosialisasi dan beradaptasi. Kegiatan 

social seperti menyantuni anak yatin serta fakir miskin sudah menjadi agenda paguyuban 

PKL ini setiap bulanya (rakyatmerdekanews.com, 2020). Dengan fakta yang ada tersebut 

dapat membuktikan bahwa pedagang kaki lima juga patut diapresiasi dengan kegiatan-

kegiatan positif yang dilakukan, sehingga keberadaan mereka bisa dilihat dan diakui dalam 

lingkungan social serta mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Setelah sekian tahun, 
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keberadaan pedagang kaki lima ini menumbulkan permasalahan karena kerap kali 

mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai bagian dari masyarakat harusnya para 

PKL juga mendapat perlindungan hukum. Masih banyak saja kasus yang terjadi terkait 

PKL yang mendapat diskriminasi, tidak diakui dan perlakuan semena-mena pada mereka. 

Contoh kasus yang terjadi pada PKL Alun-Alun Kota Tegal, ketua Ikatan Pedagang Alun-

Alun mengatakan bahwa mereka merasa adanya diskriminasi terhadap penertiban PKL 

yang dilakukan Pemkot Tegal. Ketua sekaligus perwakilan dari para pedagang pun sudah 

melayangkan surat kepada DPRD agar diadakanya audiensi untuk musyawarah setelah 

penertiban PKL tersebut, namun surat yang disampaikan tersebut tidak kunjung mendapat 

respon dari pihak DPRD (suaramerdeka.com, 2018). Dengan perlakuan yang mereka 

dapatkan tersebut muncul perjuangan dari para pedagang kaki lima. Bentuk perjuangan 

yang muncul salah satunya adalah dibentuknya Organisasi PKL seluruh Indonesia yang 

bernama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Dalam organisasi ini 

beranggotakan seluruh PKL yang tersebar di DKI Jakarta, lebih dari 30.000 orang. Mereka 

yang berada didalamnya mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang 

setara. Di dalamnya para anggota menjalin kerjasama yang kuat untuk memperjuangkan 

hak mereka. Di agendakan juga kegiatan contohnya seperti aksi social, menyantuni anak 

yatim/piatu, kursus dan pelatihan serta kegiatan social yang lainya (APKLI DKI Jakarta, 

2020). Kegiatan-kegiatan tersebut pun menjadi suatu pembuktian perjuangan mereka, 

bahwa pedagang kaki lima mampu terjun kedalam hal yang positif dan tidak hanya 

dipandang dari sisi negative mereka.  

Kedua, perjuangan atas kesejahteraan dan keadilan sosial. Pada aspek ini perjuangan 

para pedagang kaki lima ditujukan pada eksploitasi, marginalisasi, dan deprivasi sosial 

ekonomi yang dihadapi para pedagang kaki lima ditengah dinamika dan pembangunan 

masyarakat. Kesejahteraan dan keadilan yang dimaksudkan adalah perlakuan sama dan 

tanpa mebeda-bedakan setiap warga negara, namun harapan terkait dengan keadilan 

seakan masih jauh dan terkesan jomplang. Fakta adanya pengkategorian di masyarakat 

memunculkan pandangan bahwa keadilan saat ini mandeg. Tetapi disisi lain gerakan-

gerakan yang terbentuk untuk menuntut keadilan social semakin berkembang dan 

menguat.  

Fenomena ini dirasakan oleh pedagang kaki lima di berbagai wilayah, masih 

banyak pedagang kaki lima yang tidak mendapat keadilan dan kesejahterann,  Seperti yang 

tertera pada PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 41 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima BAB IV Pasal 39 pemerintah 

seharusnya melakukan pemberdayaan PKL yaitu, fasilitasi kerjasama antar daerah 

kabupaten/kota, kemitraan dengan dunia usaha.  Upaya perjuangan berbagai masalah 

tersebut adalah dengan membuktikan mereka mampu menjalin kerjasama dengan mitra 

usaha lain. Seperti kerjasama yang dilakukan anggota APKLI dengan PT Suzuki 

Indomobil Sales, pada kerjasama ini para anggota asosiasi diberikan kemudahan 

mendapatkan kendaraan untuk mendukung usaha maupun keseharian para anggota asosiasi 

(gridoto.com, 2019). Kerjasama yang lain juga dilakukan asosiasi dengan Bank Jateng, 

kerjasama ini tentang penyediaan fasilitas jasa dan perbankan bagi pedagang kaki lima 

(jatengprov.go.id, 2019). Dengan berbagai kerjasama yang terjalin tersebut, akan 

memudahkan PKL dalam mengembangkan usaha dan jasa yang mereka jual. Terlepas dari 
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itu, muncul kasus perlakuan pemerintah terhadap PKL, seperti yang terjadi pada PKL kota 

Ponorogo. Banyak dari pedagang yang merasakan ketidakpuasan atas kinerja pemerintah 

pada pedagang, para pedagang melakukan protes dan mengeluh jika di tempat yang baru 

pendapatan mereka menjadi rendah. Pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Kota 

Ponorogo melakukan aksi damai berjalan di sepanjang jalan Sultan Agung, aksi mereka ini 

menandakan bahwa mereka menolak relokasi yang akan dilakukan satpol PP Ponorogo. 

Rencananya, 47 PKL yang sebelumnya berada di jalan Sultan Agung akan di pindahkan ke 

jalan Menur yang berbentuk tanah lapang. Menurut para pedagang tempat itu bukan 

tempat yang strategis untuk berjualan dan juga tidak layak untuk berjualan, aksi ini 

berujung dengan mendatangi Pemkab Ponorogo untuk bertemu Bupati Ponorogo agar 

mendapatkan penyelesaian yang lebih baik (DetikNews.com, 2020).  

Gambar 3.1 

Jalan Menur, Tempat Relokasi Pedagang Kaki Lima Ponorogo 

 

 
Sumber: DetikNews, “PKL di Ponorogo Ancam Demo Besar Jika Direlokasi”, 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3842797/pkl-di-ponorogo-ancam-demo-besar-jika-direlokasi, 

diakses pada tanggal 25 Juli 2020. 

 

Protes terkait relokasi juga dirasakan PKL Pasar Mardika, Ambon. Para pedagang 

melakukan aksi demo menolak rencana relokasi ke Pasar Passso, aksi tersebut dilakukan di 

halaman depan kantor walikota Ambon. Aksi ricuh dan dorong mendorong dengan aparat 

pun tidak bisa dihindari. Dalam demo ini PKL tidak hanya menolak relokasi saja, tetapi 

juga menuntut Pemkot Ambon agar adil dan tegas dalam hal pembatasan waktu jual beli 

(detiknews, 2020). Dengan berbagai kasus tentang relokasi ini menunjukkan bahwa solusi 

tersebut tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru membuat PKL semakin merasa 

tersisih. Perjuangan yang sama juga dilakukan oleh PKL di Padang, mereka juga 

melakukan demo guna menolak penggusuran yang akan dilakukan Pemkot Padang. Pada 

demo tersebut para pedagang menuntut hak mereka sesuai dengan Perpres No.125 Tahun 

2012, dimana dalam peraturan tersebut sudah jelas apa hak dan kewajiban pedagang kaki 

lima. Aksi ini di akhiri dengan negosiasi Ketua DPRD Padang dengan 15 perwakilan 

pedagang kaki lima (topsatu, 2019). Kesejahteraan dan keadilan bagi pedagang kaki lima 

seakan masih jauh dari kata pantas. Realita akan banyaknya kasus penggusuran dan hak-

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3842797/pkl-di-ponorogo-ancam-demo-besar-jika-direlokasi,
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hak masyarakat kecil tidak terpenuhi yang memunculkan aksi protes dari pedagang 

membuktikan gagalnya demokrasi dalam hal kesejahteraan social. Dengan adanya 

perjuangan-perjuangan diatas, membuktikan bahwa PKL dapat bersaing menghadapi 

berbagai dinamika masalah ketidakadilan yang mereka hadapi. 

Ketiga, perjuangan atas representasi politik. Berbicara tentang representasi politik, 

tidaklah terlepas dari konsep keterwakilan politik. Keterwakilan politik diartikan sebgai 

terwakilinya kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat oleh wakil-wakilnya 

yang duduk di lembaga eksekutif atau legislatif. Eksistensi keterwakilan politik di ukur 

dari kemampuan para wakil dari masayarakat dari dua lembaga tesebut untuk bertindak 

atas nama rakyat yang diwakilinya. (Sulton, 2015) Kepentingan yang sedang berkuasa 

untuk memperhatikan, aspirasi rakyat yang diwakilinya.Sangat terkait dengan ligitimasi 

penguasa. Karena melalaui legitimasi tersebut dapat diperoleh pengakuan dan dukungan 

terhadap kekuasaan.Dalam preptektif demokrasi sah bagi rakyat untuk melakukan 

penilaian baik melalui unjuk rasa, demontrasi, dan turun kejalan termasuk berbagai benuk 

sikap simbolik sebagai isyarat adanya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. 

(Sulton, 2015). Perjuangan representasi politik ini ditandai dengan munculnya perdebatan 

tentang problem demokrasi. Demokrasi yang sampai saat ini masih saja dikuasai elit 

politik menjadi isu yang mendominasi pemerintahan. 

Pada aspek ini perjuangan para PKL untuk mendapatkan kuota keterwakilan secara 

politik diwujudkan dalam melakukan kontrol atas urusan publik terutama yang 

berhubungan dengan eksistensi mereka dan memperjuangkan hubungan demokratis 

dengan pemerintah. contohnya para pedagang yang membuat acara deklarasi koalisi 

presiden kaki lima Indonesia pada pemilu 2014, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia 

(APKLI) menggelar acara tersebut agar pemerintah membuat Undang-Undang Tata Kelola 

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai dasar hukum yang bisa melindungi para pedagang dan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada acara tersebut para pedagang 

menyuarakan opini mereka, walaupun sudah adanya Permendagri nomor 41 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut tidak bisa melindungi para 

pedagang, karena masih ada saja penggusuran yang terjadi (GressNews.com, 2020) 

Pedagang kaki lima mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi pemerintah 

sebagaimana tertuang dalam PERMEN Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima BAB 3 Pasal 30, PKL 

mempunyai hak antara lain : 

a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL 

b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan 

c. Mendapatkan informasi dan sosiolisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan 

usaha di lokasi yang bersangkutan 

d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan ,supervise dan pendampingan dalam 

pembangunan usahanya:dan 

e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra 

bank 

Berdasarkan peraturan diatas pedagang kaki lima mempunyai hak yang sudah diatur 

namun tidak semua dari peraturan tersebut dilakukan atau dipenuhi oleh pemerintah. 
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Didukung lagi dengan keadaan ekonomi yang begitu sulit serta keadaan politik dan 

pemerintahan yang didominasi orang kapitalis. Maka, masyarakat yang tidak mampu ini 

berharap masih mempunyai harapan untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan 

yang layak untuk mereka dengan keterlibatan mereka dalam mengisi ruang public. Banyak 

argument yang muncul serta protes dari pedagang kaki lima. Dalam aspek ini banyak 

sekali pedagang kaki lima yang mendapatkan pengusiran atau penggusuran dari aparat 

pemerintah. Melihat dari penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dialami di Jalan 

Brigjen Katamso, Yogyakarta berlangsung ricuh dengan aparat, aksi dorong mendorong 

antara aparat dengan pedagang kaki lima pun tidak bisa dihindari, resistensi yang 

dilakukan para pedagang ini bertujuan agar pemerintah bisa mendengarkan opini mereka, 

Orasi penolakan yang di ungkapkan para aktivis tersebut meminta aparat pemerintah 

supaya tidak semena-mena untuk mengambil tindakan (Suarajogja.id, 2020). Perjuangan-

perjuangan yang dilakukan para PKL disetiap wilayah tersebut tidak semata-mata hanya 

untuk mendapatkan simpati orang lain, tetapi mereka punya hak kesetaraan yang mereka 

perjuangkan. Contoh kasusnya adalah munculnya wacana relokasi terhadap PKL di Kota 

Ponorogo. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ponorogo dapat dibilang cukuplah 

banyak, yakni tepatnya mencapai 800 lebih pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai 

kawasan trotoar jalan utama kota. Demi menciptakan tata kota yang lebih bersih dan 

indah, pemerintah kabupaten ponorogo menertibkan ratusan pedagang kaki lima yang 

berada di Kawasan tertib lalu lintas. Merespon kebijakan tersebut, para pedagang kaki lima 

menolak rencana penertiban yang dilakukan pemerintah dan berjuang atas hak-hak 

kewargaanya yang telah diabaikan sejak lama. Pada tahun 2016 puluhan perwakilan 

pedagang kaki lima di Ponorogo mendatangi rumah jabatan Bupati Ponorogo, para 

pedagang kaki lima tersebut menolak rencana penggusuran tempat mereka berjualan di 

trotoar jalan dengan melakukan aksi demontrasi (Kompas.com, 2016). Ketidakadilan yang 

diterima para pedagang kaki lima menjadi pemicu gerakan protes untuk menuntut hak-hak 

kewargaanya yang diabaikan oleh pemerintah. 

Tabel 3.1 

Jumlah PKL Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2016 
No JALAN JUMLAH  

PKL 

KTP 

PONOROGO 

KTP 

LUAR 

PONOROGO 

WAKTU 

BERJUALAN 

PAGI SORE 

1. Jl. Juanda 73 70 3 25 47 

2. Jl. Jendral 

Sudirman 

70 63 7 2 37 

3. Jl. Gajah 

Mada 

34 32 2 4 28 

4. Jl. 

Suromenggolo 

82 77 4 45 34 
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5. Jl. Sultan 

Agung 

32 30 2 1 19 

6. Jl. Gatot 

Subroto 

17 17 0 0 17 

7. Jl. Soekarno 

Hatta 

87 82 5 9 76 

8. Jl. Urip 

Sumoharjo 

24 17 7 0 25 

9. Jl. 

Dipomegoro 

16 13 3 0 15 

10. Jl. Ahmad 

Dahlan 

10 9 1 8 2 

11. Jl. Menur 16 16 0 10 5 

JUMLAH 461 426 34 104 305 

Sumber : Data Pemetaan oleh Dinas Perindagko kota Ponorogo Tahun 2016 

Akan tetapi, tidak banyak aksi demonstrasi yang merupakan wujud perjuangan para 

PKL dijalur politik berbuah manis. Dalam aspek ini banyak sekali pedagang kaki lima 

yang tetap mendapatkan pengusiran atau penggusuran dari aparat pemerintah dan hal ini 

membuat para pedagang akhirnya memilih pindah tempat berjualan ke tempat lain. 

Contohnya adalah kasus penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Brigjen Katamso, 

Yogyakarta yang berlangsung ricuh dengan aparat. Aksi dorong mendorong antara aparat 

dengan pedagang kaki lima pun tidak bisa dihindari, beberapa spanduk dan poster yang 

menolak penggusuran tersebut terpajang di sepanjang jalan tersebut. Orasi penolakan yang 

di ungkapkan para aktivis meminta agar aparat pemerintah tidak semena-mena untuk 

mengambil tindakan (Suara Jogja ID, 2019). Perjuangan-perjuangan yang dilakukan para 

PKL disetiap wilayah tersebut tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan simpati orang 

lain, tetapi mereka punya hak kesetaraan yang mereka perjuangkan. 

 

Gambar 3.2 

PKL dan Aparat Ricuh Saat Eksekusi Lahan di Jalan Brigjen Katamso, 

Gondomanan, Yogyakarta 
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Sumber: Eleonora Padmasta E. W., “Penggusuran PKL Gondomanan oleh PN Diwarnai Kericuhan”, 

https://jogja.suara.com/read/2019/11/12/103421/penggusuran-pkl-gondomanan-oleh-pn-diwarnai-kericuhan, 

diakses pada tanggal 25 Juli 2020. 

 

Masyarakat lapisan menengah kebawah khususnya pedagang kaki lima seharusnya 

mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena mereka kerap kali diperlakukan buruk 

dengan cara kekerasan oleh aparat pemerintah ketika penertiban. Hal tersebut 

menimbulkan kemarahan dan kekecewaan para pelaku PKL dan menimbulkan perlawanan 

terhadap aparat pemerintah. Pedagang Kaki Lima melakukan resistensi atau melakukan 

perlawanan kepada aparat pemerintah untuk melindungi dagangan mereka yang menjadi 

sumber kehidupan mereka agar tidak dibawa oleh aparat. Tindakan pedagang kaki lima ini 

merupakan salah satu bentuk perjuangan yang umum dilakukan secara terus menerus 

(Husein, 2017). Dalam melakukan penertiban, pemerintah seharusnya juga memperhatikan 

apa yang menjadi hak-hak pedagang kaki lima atas kepemilikan dagangan mereka. 

Penertiban yang dilakukan pemerintah mengandung pro dan kontra dalam pelaksanaanya, 

serta menimbulkan rasa ketidakpuasan pedagang kaki lima yang berujung melakukan 

demo sebagi wujud penolakan (Purwanti, 2012).  

 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam 

Memperjuangkan Identitas Kewargaannya 

Masyarakat Indonesia mempunyai bermacam-macam jenis pekerjaan, dari yang 

bekerja diperusahaan sampai penarik becak. Namun, di Indonesia mendapatkan pekerjaan 

tidaklah mudah, butuh kemampuan dan ketrampilan yang mumpuni agar suatu perusahaan 

dapat menerima seseorang untuk bekerja di perusahaannya. Banyak masyarakat yang 

kondisi ekonominya rendah hingga akhirnya harus memutar otak agar tetap bisa bertahan 

hidup, salah satunya adalah berdagang di pinggiran jalan. Tuntutan ekonomi yang tinggi 

merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang agar dapat melakukan 

sesuatu untuk melanjutkan hidup. Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah bukan hal yang baru 

bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan banyaknya PKL yang tersebar diberbagai daerah 

atau wilayah di Indonesia.  

Perjuangan para Pedagang Kaki Lima dalam mendapatkan identitas kewargaannya 

tentu tidak berada dalam ruang yang kosong atau netral. Ada beberapa faktor 

permasalahan yang dapat mempengaruhi para pedagang kaki lima dalam mendapatkan 

identitas kewargaanya. Faktor yang Pertama Faktor Budaya, Pada permasalahan ini 

banyak sekali menimbulkan perdebatan argumen dalam kalangan masyarakat, terutama 

https://jogja.suara.com/read/2019/11/12/103421/penggusuran-pkl-gondomanan-oleh-pn-diwarnai-kericuhan,
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para pedagang dan pemerintah selaku pengambil kebijakan. Sistem budaya yang tidak 

sama antara pemerintah dan para PKL dalam memandang suatu permasalahan, seperti 

masalah tempat atau lapak pedagang yakni di pinggir jalan, badan jalan atau trorotar dan 

waktu atau jam diperbolehkannya berjualan. Pemerintah biasanya mengutamakan nilai-

nilai keindahan dan ketertiban sebagai dasar permasalahan dalam mengambil sikap serta 

kebijakan, sedangkan para pelaku Pedagang Kaki Lima melihat suatu permasalahan 

melalui kacamata ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, perbedaan antar 

kedua pihak sudah tidak menemui titik temu yang jelas. Pemerintah jika menerapkan 

kebijakannya secara sepihak akan mematikan sumber nafkah bagi rakyatnya sendiri. 

Keadaan tertindas seperti ini memunculkan pergerakan dan perjuangan dari para PKL 

untuk mempertahankan eksistensinya dan menjaga sumber penghasilan mereka. Seperti 

yang terjadi di kota Madiun, pemerintah kota madiun lebih mengutamakan dari sudut 

pandang keindahan dan ketertiban sedangkan para pedagang melihat dari sudut pandang 

perekonomiannya.  

Kedua yakni Faktor system social. Fakta bahwa adanya sistem sosial yang tidak 

kondusif diberbagai wilayah Indonesia membuat keadaan semakin tidak pasti. Sebagai 

contoh adalah interaksi sosial sehari-hari antara Pedagang Kaki Lima dengan Satpol PP, 

aparat keamanan maupun pemerintah kota dan daerah. Pada konteks ini pemerintah yang 

diharapkan dapat memberikan solusi terhadap rakyatnya terkadang abai pada kenyataanya. 

Hal ini seperti sudah tidak asing lagi di kehidupan sosial masyarakat, mereka yang 

mempunyai kekuasaan tinggi banyak tidak memperhatikan mereka yang tidak punya 

kekuasaan. Mereka sebagai wakil masyarakat secara politik dalam pemerintah khususnya 

wakil bagi penyambung suara PKL terkesan acuh tak acuh. Sistem sosial yang memiliki 

jarak begitu jauh antara pemangku kebijakan dan para PKL ini menjadikan permasalahan 

antar keduanya tidak kunjung membuahkan hasil yang positif. Hak yang seharusnya sama 

rata dimiliki oleh semua masyarakat terkadang menjadi tidak seimbang karena mereka 

yang menfaatkan kekuasaan tersebut. Memberikan perhatian dan kebijakan yang tepat 

terhadap rakyatnya merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Adanya 

ketidakpedulian pemerintah tersebut membuat para PKL menuntut agar terpenuhinya hak-

hak mereka. Contohnya tindakan yang terjadi pada puluhan pedagang kaki lima di 

Palangka Raya, para pedagang mendatangi kantor DPRD dan mengeluhkan perlakuan 

semena-mena oknum Satpol PP yang memukuli pedagang saat penertiban berlangsung 

(republika.co.id, 2015). Tindakan-tindakan aparat yang cenderung memakai kekerasan 

seharusnya tidak dilakukan saat penertiban, sikap tersebut akan memicu amarah para 

pedagang kaki lima yang banyak bergantung pada profesi mereka. Kesadaran bahwa 

mereka juga mempunyai hak yang sama sebagai warga negara nyatanya masih minim. 

Untuk mengurangi benturan antara pedagang kaki lima dengan pemerintah, asosiasi 

pedagang kaki lima Indonesia menjembatani komunikasi dengan pemerintah untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Jika mendapati aggota APKLI bermasalah, mereka 

langsung turun untuk memberikan pembinaan. Komunikasi yang dilakukan ini berharap 

mendapatkan solusi untuk PKL untuk tetap berjualan (radarsurabaya.id, 2018).  

Faktor terakhir atau yang Ketiga ialah Faktor kepribadian PKL yang aktif dan agresif. 

Kondisi di lapangan bahwa seringkali ditemukan tindakan-tindakan aparat yang cenderung 

melakukan kekerasan seharusnya tidak dilakukan saat penertiban, sikap tersebut akan 

memicu amarah para Pedagang Kaki Lima yang banyak bergantung pada profesi mereka. 
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Ketidakadilan yang diterima oleh PKL dalam memberikan pendapat juga dirasakan oleh 

mereka, banyak sekali kasus dan berita tentang bagaimana pedagang kaki lima dengan 

aparat ricuh saat penggusuran karena tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik. 

Saat penggusuran dilakukan oleh aparat, pedagang kaki lima tidak diberikan kesempatan 

untuk mengungkapkan argumen mereka dan cenderung dipaksa untuk tidak berjualan di 

tempat yang tidak seharusnya. Alhasil sikap agresif yang tidak diarahkan pada kepribadian 

yang taat hukum dan aturan pada diri Pedagang Kaki Lima semakin menguat. Terlebih 

dengan tidak diberikannya mereka kesempatan untuk bicara, kelompok pedagang kaki 

lima tersebut akhirnya melakukan aksi demonstrasi untuk mendapatkan hak mereka.  

Produktifitas pendapatan yang rendah menjadi sebab sector formal untuk merekrut lebih 

banyak perkerja. Permasalahan ini menjadi penting karena akibatnya banyak orang 

menganggur. Namun, dengan adanya problem ini mendorong serktor informal menjadi 

lebih luas. Pedagang kaki lima seakan menjadi batu loncatan untuk masyarakat yang tidak 

mempunyai pekerjaan. Penelitian (Sukmawati, 2012), karakteristik PKL cenderung 

bervariatif. Dilihat dari rentang usia paling banyak adalah usia produktif yang masuk pada 

usia dewasa dan masa mencari pekerjaan. Hal ini menjadi sensitive untuk pedagang kaki 

lima yang banyak berusia muda, karena tidak adanya lapangan pekerjaan membuat mereka 

memutar otak untuk usaha kecil (difokuskan pedagang kaki lima). Pedagang Kaki Lima 

merupakan bagian kelompok kecil dari perilaku ekonomi yang memberikan kontribusi 

terhadap penerimaan negara dari sektor pajak dan retribusi (Sugiono, Ludigdo, Baridwan, 

2015). Melihat fakta bahwa pedagang kaki lima berkontribusi dalam pendapatan daerah, 

pemerintah harus lebih memperhatikan pedagang kaki lima yang termasuk dalam 

kelompok usaha kecil (marginal). Perjuangan-perjuangan untuk mendapatkan pengakuan 

kultural, mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sosial, serta representasi politik terus 

dilakukan. Perjuangan itu dilakukan baik oleh para PKL sendiri maupun pihak-pihak yang 

peduli terhadap nasib para PKL. Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat tiga faktor utama 

yang mempengaruhi perjuangan PKL dalam membangun identitas kewargaannya. 

Munculnya berbagai macam bentuk pergerakan PKL didasari oleh diabaikannya nasib para 

Pedagang Kaki Lima, tergusurnya lapak tempat mereka berjualan dan adanya perilaku 

pemerintah yang tidak adil terhadap mereka. Poin-poin tersebutlah yang menjadi dasar dari 

munculnya pergerakan para Pedagang Kaki Lima tersebut. 

IV. Kesimpulan 

Menjadi pedagang kaki lima memang merupakan sebuah alternative profesi yang 

dipilih oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Mereka setiap hari bergantung pada 

profesi tersebut agar bisa bertahan hidup, berpindah tempat dan berjuang melawan aparat 

pemerintah untuk mempertahankan lapak dagangannya. Kurangnya lapangan pekerjaan 

untuk masyarakat yang kurang mampu ini, menimbulkan menjamurnya pedagang kaki 

lima di berbagai wilayah. Profesi ini pun mempunyai resiko yang besar untuk diusir dan 

digusur karena cenderung menggangggu lalu lintas jalan. Pedagang kaki lima berjuang 

mempertahankan hak-haknya dengan melawan aparat pemerintah dan berdemo agar suara 

mereka didengar. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi para pedagang kaki 

lima yang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Memberikan tempat relokasi yang baik dan 

dapat diterima para pedagang kaki lima juga bisa menjadi jalan untuk bernegosiasi dengan 

pedagang kaki lima agar tidak berjualan di pinggiran jalan lagi.  
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 Upaya perjuangan PKL dalam membangun identitas kewargaanya dijelaskan dari tiga 

aspek yaitu, 1) Perjuangan atas pengakuan kultural. Dalam hal ini perjuangan para 

pedagang kaki lima difokuskan pada upaya menghadapi berbagai bentuk dominasi budaya, 

tidak adanya pengakuan dan tidak adanya penghormatan atas keberadaan mereka. 2) 

Perjuangan atas kesejahteraan dan keadilan sosial. Pada aspek ini perjuangan para 

pedagang kaki lima ditujukan pada eksploitasi, marginalisasi, dan deprivasi sosial ekonomi 

yang dihadapi para pedagang kaki lima ditengah dinamika dan pembangunan masyarakat. 

3) Perjuangan atas representasi politik. Pada aspek ini perjuangan para PKL untuk 

mendapatkan kuota keterwakilan secara politik diwujudkan dalam melakukan kontrol atas 

urusan publik terutama yang berhubungan dengan eksistensi mereka dan memperjuangkan 

hubungan demokratis dengan pemerintah. 

 Perjuangan yang dilakukan oleh para PKL dalam membangun identitas kewargaan 

dilatarbelakangi oleh 3 faktor yaitu faktor budaya, faktor sistem sosial dan faktor 

kepribadian PKL yang aktif dan agresif. Pada faktor budaya, sistem budaya yang tidak 

sama antara pemerintah dan para PKL dalam memandang suatu permasalahan, seperti 

masalah tempat atau lapak pedagang yakni di pinggir jalan, badan jalan atau trorotar dan 

waktu atau jam diperbolehkannya berjualan membuat mereka berjuang dengan cara 

mempertahankan keberadaan lapak mereka ketika akan digusur. Selanjutnya pada faktor 

sistem sosial, sistem sosial yang memiliki jarak begitu jauh antara pemangku kebijakan 

dan para PKL ini menjadikan permasalahan antar keduanya tidak kunjung membuahkan 

hasil yang positif. Sehingga para PKL pada akhirnya turun langsung ke jalan dengan 

melakukan aksi demonstrasi menuntut agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. Terakhir 

adalah faktor kepribadian PKl yang aktif dan agresif, fakta bahwa hak-hak PKL untuk 

mendapatkan pelayanan, pendampingan dan pembinaan yang sering diabaikan membuat 

mereka menjadi pribadi yang agresif atau tidak taat pada aturan dan hukum. Pemerintah 

yang beriskap tidak adil dan abai tersebut memunculkan sikap aktif dan agresif yang 

cukup besar ditandai dengan adanya gelombang protes dari para PKL. Hal-hal tersebutlah 

yang menjadi dasar dari munculnya perjuangan kelompok Pedagang Kaki Lima 
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